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BUPATI
KABUPATET'I CIAI{JUR

BUPATI I(ABUPATEN CIANIUR
o R: 10 TAHUN 2OoO

TEIITATIG!
TLTGAS UNIT KEB,TA DI LINGKLTNGAN
KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

ltot{

RINCIAN
DiNAS

B UPATI KAB UPATE N CIAN-.IUR

N{enimbang : a. bahrn'a organisasi dan Tata I{erja Dinas I{esehatan l(abupaten
Cianjur telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur |Jomor 15 Tahun 1gg5 dan diqahkan olch Gubcrnur
Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannva Nomor
188.342/SK.1812.Huk/1998 tanggal 1 Nopember 1995 serte
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabuparen Cianj ur
Nomor 19 Tahun 1998, tanggal 10 Nopember l99b;

b. bahwa dalam rangka dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi dinas yang dimaksud pada huruf a sena
sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
liomor 15 Tahun lggd, maka perlu segera diaiur ff.incian Tugas
I_lnit Keqia di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten CianJtu
yairg diiuanB*air drailain Keputusan B upati..

: 1. Undang-und.ang \lcmor 14 Tahun 1g50 tentang pemerintahan
Daerah Kabupaien dalam Lingkungan Jawa Barat @erita
Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang lrlomcr 8 Tahun 1-o?4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun lg74 Nomor bb,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) jo. tlndang-undang
i.iomor 43 Tahun 1999 );

3. Undang.undang Nomor 23 Tahun lgg2 teniang Kesehatan
ftembatan Negar". Tahun 1-qg2 Nornor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 34gb);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun lggg teniang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 19gg Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ieniang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 iiomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
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6. Peraturan Pemerintah |.Iomor ? Tahun igBT t€ntang
Peayerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam tsidang
Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1g8Z
Nomor g, Tambahan Lembaran Negara Nomor Bb4?);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 'l'ahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi trrertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor
10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor JJ?J);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 'l'ahun lgg2 tentang
Pen5relenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada
Daerah Tinqkat II 0,embaran Negara Tahun 1992, Tambahan
Lembaran Niegara l{ornor 3487);

9. Peiaturan Pemerintah Nomor 50 Tahun lggS tentang
Penverahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat mengenai
Iiesehatan kepada Daerah-daerah Sx'atantra, Kabupaten, Kota
besar, Kota Kecil di jawa (Lembaran Negara Tahun lgbZ
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor B3?);

10. I{eputusan l\{enteri Dalam I'Iegeri Ncmor 3g Tahun 1gg2
tentang Pedoman Organisasi Dinas Dae.rah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 199i
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Bb Tahun 19gB
tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan
Kepala Daerah Lewar Tenggang Wai(tu Pengesahan;

13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
\Iegeri Nlornor 48.MENKES/SKB/198S Tahun 1988 dan blornor
10 Tahun 1988 ienrang Petunjuk Pelaksana Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Uyusan Pemerintahan dalam Bitiang Kese.hatan
Lepada Daerah;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
biomor 27 Tahun 1994 tentang Perubahan Jabatan Struktrual
Eselon III ke barvah dalam lampiran I, II dan IV Kepntusan
Presitien i.ir-rmor g Tahua 1995 lenl,ang Jenjang Pang.kat tian
Tunjangan Jabatan Struktural se.bagimana telah diubah
teralchir dengan Keputusan Presiden Nornor l Tahun 1gg4;

15. Insl,ruksi ivfenleri Dalam Negeri iiomor 23 Tahun 1gg3 ten{,ang
Petunjuk Pp-laksanaan Organisasi dan Tatakerja f)inas Daerah
Tir'gkat I daii Dinas Daerah Trrrgkat II;

16. Peral,uran Daerah Kabupal,en Cianjur Nomor lb Tahun lggb
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten
/1: - ,:wrauJ ur.

MEMUTUSILAN' :

Lleiietapkair : KEPLITI}SAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TEI.ITANG
RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DINAS
I''E SE HATAN IZ'AB UPATE N CIAI\ UUR.

!
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' BABI
KETENTUA}i UNTUM

Pasal i

: 
Dalam Kepuiusan ini yang dimaksud dengan :

a. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
. q 

Cianjur Nomor 15 Tahun 1995 ten+*sng Organisasi dan Tate
y) Ke.rj a Dinas Keseiratan Kabupaien Cianjur;
-{ - b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;

c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Uianjur;

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
/r:^_:--_.\frarrJ ur r

e. Unit Kerja adalah unit kerj a di lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Cianjur;

f- T,embaga terkait adalah lemhaga Pemerintah dan atau swasta
yang ada hubungar' kerj a dengan Dinas Kesehatan Kabupatelr
Cianjur.

"* r,
KEDUDUI{AN, TUGAS POKOK, FUNGSI

' DAl\i susuN.AN ORGAIIISASI DINAS

Pasal 2

(1) Dinas adalah unit kerj a sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Peraturan Daerah.

(2) Tugas pokok dan iungrii Dilas sebagiamana tliatur dalarn
: Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah.

(.3) Sr,rsunan Orga-nisasi Dinas sela-gaimana diatru dalam Pasal 6
dair pada Lanrpilan Peraturan Dae.ralt.

' RAR TTi

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKL]NGAN DINAS

i Ragian Pertama

Dinas

Pasal 3

Rincian tugas Dinas :

i ^. 
Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di

: *H--"fi:"*tiJ;:""' 
dengan peraturan perundans-

: q b. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan penfiapan

i - i.ln*:::t'"::JfJJtr1xx?H J."ffilil'TlJi:;:L*11"'
c. Menvelenggaralan pembinaan teknis operasional pela-ksanaan

rumah tangga daerah bidang Kesehatan sesuai dengan per-
atu.ran perundang-undangan yang berlalu;

d. Menvelenggarakan ....
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e. Il{enyelenggarakan pembinaan upaya peningkatan kesehatan
(promotil). pencegahan (preventil). pengotraian (kuratil). dan
pemuJihan (rehabilitatil) sesuai dengan peraturan perundang_
undangan yang beriaku;

ll Men_yelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan
yjlkan sesuai dengan peraturan perundang-undurrgun vr.rg
beriaku;

d. l'{enyelei:,gga'-a}an peng-umpulan
bahan penyusunan rencana
bidang kesehatan;

dan pengolahan data sebagai
pen gembanganrlemb angunan

lasilitas kesehatan.
dengan peraturan

g. l\lenyelenggarakan pembinaan manlaat
sarana medis dan non medis, sesuai
perundang-undangan vang berlaku;

\,

h. Menyelenggarakan pelayanan teknis adminbtratif dan ketata_
usahaan sesuai dengan peraturan perundang_undangan yang
berLaku;

i. Menyelenggarakan pembinaan kepeeawaian Dinas sesuai
den gan peraturan perundang-undan gan- yang berlaku;

j. IMenyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah dan atau pemerintah ljaerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k, I\{enyelenggarakan koorfinasi dengan unit kerj a fi lingkungan
Pemerintah l)aerah dan atau swasta yang ada hubung;n tJ4a
dengan Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

(1) Tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha adalah sebaciamana
diatur dalam Pasal g Peraturan Daerah.

(2) Sub Bagian Tata Usaha, rnembaw-ahkan :

a. LJrusan Rencana dan informasi Kesehal,an;
b. I Irusan Ke.pegawaian;
c. Urusan Keuangan;
d. Llrusan Umum.

Pasal 5

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :

a- Menyelenggarakan penyusunan rencana keria dan program
kerj a Dinas;

b. Menyelenggarakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penvusunan rencana keria dari program keria Dinas;

c. Menyelenggarakan penyusunan usulan rencana/program dari
unit kerja dalam rangka penyiapan bahan penyusunan iencana
dari statistik dan program Dinas;

d. Menyelenggarakan ....



d. Menyelenggaralian penyusunan rarcangan dan dokumentasi
De.raturan perund.an g-undanganl

e. Menyelenggara_kan pembinaan pengolahan barang dan perleng_
kapan dinas sesuai dengan peraturan p."rrrdung.,rrdang;n
yang berlakut

f. Menyelenggarakan pengolahan data dan statistik perkem.
bangan pelaksanaan tugas pokok;

g. Menyeleiig'gara_kan penyiapan bahan pembi_uaan kepegawaian
dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai denian p".-
aturan perundang-undangan yang berlaku;

h. illenyelenggalakaii inventarisasi data usulan leilcana kerja unit
kerj a di lingkungan -Dinas sebagai bahan penyuiunan/
p€rumusan program Dinas;

i' iv{eiiyeleriggarakair perr-ri'osesan a,lr'i'istrasi usulair prograr'
dan pengelolaan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan
perundan g-undan gan yan g berlaliu;

j. ivfenyelenggarakan pengurnpulan clan pengolahan data hasil
kegi-atan unit kerja sebagai evaluasi dan plnyusunan laporan
pelaksanaan program kerja Dinas;

k. Menyeienggaral<an pengelolaan ruiin datr petrrbangutratr Dinas
sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku;

l. Menyelenggarakan tugas pemtrantuan yang ditrerikan oleh
Kepala Diiias sesuai dengan bidang tugas Sub Bag{an Tata
Usaha;

m. Menyelenggara,kan koorclinasi dengan unit. kerja dan ata_u
dengan lenrbaga ier.kait.

Pasal 6

Tugas pokok Urusan P"cncana dan Informasi Kcschatan adalah
sebagaimana diatur daiam Pasal tt ayat (i) peraturan Daerah.

Pasal ?

Rician {,ugas u-rusan Rencana dan Infr.rrmasi Keseha{,an :

a. Meiaks_anakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian daia
$.atistik perkembangan pelaksanaan tugas polok dan fungsi
Dinas;

b. lVielaksana,kan penyusunan pe.doman dan petunjuk teknis
penyusunan rencana dan program Dinas;

c. Melaksanakan inventarisasi usulan dan program dan unit kerja
sebagai bahan penyusunan rencana dan program Dinas;

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusuna rencana dan
program Dlnas;

e. l{elal<sana,kan pernrosesan usu]an rencana/program Dinas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan
dokumentasi peraturan perundang-undangan;

-t

g. Melaksanakan ....



g. l\{elaksanakan pengrimpulan, pengolahan dan penyusunan data
statlsti-k perkembangan bidang kesehatau

h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan Sistim Informasi
I{esehatan;

i. Melaksanahaii pelaSranan penye.bar.luasan iru^orrnasi kesehatan
sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlal<u;

j. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan laporan
pelaksanaarr kegiatan utusrrtr rencalla darr infonnasi keseliatan;

k. Meiaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkait.

_ Pasal 8

Tugas pokok Urusan l(epegawaian adalah sebasaimana diatur
dalam Pasal 11 ayat {9) Pcraturan Dacrah.

Pasal 9

Rrncian tugas tlmsan Kepegawaian :

a. Meleksanalen pengulnpulan, pengolahan, penyimpanan darn
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;

b. Melaksanal<an penyiapan bahan penyusunan lencana
kebutuhan pegan'ai di lingkungan Dinas;

c. l,{elaksanekan penS'iapan bahan usulan kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkaia, permohonan ijin belajarriugas beiajar,
kartu pegawai, karsu&*ris, Taspen dan peningkatan stalus
Calon Pegawai Negeri Sipii menj adi Pegawai Negeri Sipil;

d. Meiaksana-kan dokurnentasi/kodifikasi peraturan perundang-
undangan bidang kepegawaian;

e. l\{elal<sanakan pen5'iapan bahan pen5'usunan dan pengusu,lan
rencana Mutasi, Rotasi dan Promosi pemberhentian pegawai
serta rnenyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai,
penghargaan pegawai;

f. Meiaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
mengikutsertakan pegau'ai dalam rliLlat teknis fungsional,
diklat strtrktural dan diklat subtantif;

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai
yang akan mengikuti ujian Dilas;

h. i\,{elaksanakan evaluas! Can laporan pelaksanean kegiatan
urusan kepegawaian;

i. l\{elaksanakan koordiaasi dengan unit kerja dan atau dengan
l--1" - -- +^-1,^:+

Pasal 10

Tugas pokok l-lmsan Keuangan adalah sebagaimana r,Liatru dalam
Pasal 1i ayat (3) Per.atur.an Daerair.

.a

{$

D^^ ^l -r tr asar -f t ...-
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Pasa-l i i
Tugas pokok Urusan Keuangan :

a. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan
Rencana Anggaran Pendapata_n dan Belanja Rutjn serta
Petrliangunan Dilias;

b. Meiaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan keuangan Dinas sesuai dengan pe-.ratrlran
perundaiig-urrdangan yarrg berlaku;

c. &ielaksanakan pemerosesan administrasi pen gus ulan anggaran
Dila,s sesr-rai rl-engal pexatr_rra,n pe_rundang-und_ongu,ri-y"rrg
Lrer'laku;

d. Nlelaksanakan pembin-aan perbendaharaan sesuai dengan
pe.raturan perundang-undangan yang he.rlal<u;

e. Melaksanakan penjrusunan data statistik perkembangan
pengeioiaan keuangan Dinas;

i. lVieiaksanakan pengeloiaan anggaran Dinas sesuai dengan
peraturan perundang.undangan yangberlalu;

g. Mela-ksanakan penyimpangn den pemeliharaan naskah Dines
fririang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan Srang berlaku;

h. \{e}aksanal<an e-.'aluasi dan laporan kegiatan urusan keuangan;
i. l\{claksanakan koordinasi dcngan unit kcrja dana atau dcngan

iembaga terkait.

Pasal 12

Tugas pokok Llrusan Umum adalah sebagairnani tliatur dalam
Pasal I 1 nyat, (4) Peraturan l)aerah,

Pasal 13

Rincian tugas Urusan Llnum :

a. Melaksanakan pengelolaan Surat (Naskah) Dinas dan
kearsipan;

b. l\{elaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuli telinis
pengelolaan Surat (Naskah) Dinas:

c. Melaksanakan pen5rimpanan, pemeliharaan, penggandaan dan
pendistr:ibusian Surai Qiaskah) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlakul

d. Melaksanakan inventarisasi usulan kebttuhan barang/
peralataniperlengkapan dari unit kerja sebagai bahan

{

:qi
penyusunan rencana
perlengkapan Dinas;

kebutuhan barang/peralatan/

e. N{eiaiisanalian pemrosesan administrasi usulan dan atsu
pengadaan barang/peralatan/perlengkapan lJinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. iV{elaksanakan ....
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f. I{e}aksaneikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas yang

meliputi pemeliharaanlpenawaran gedung, kantor, halaman

dan' barang/peralatan/perlengkapan termasuk kendaraan

Dinas;

g. Melaksanakan penyimpanan. pemeliharaan dan pendistribusi-
= 

^r, barang/peralaianlperlengkapan kanior sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan lJinas:

i. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan

keprotokolan;

j. llielaksanakatr ulusarr perjalanan Dinas;

k. ivlelaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan urusan umum;

i. ivielaksanakan koordinasi dengan unit kerj a dan atau dengan

lembaga terkart.

Bagian Ketiga

Seksi PeIaYanan Kesehalan

Pasal 14

(i) Tugas pokok Seksi Pelayanan Kesehatarr adalah sebagaimana
' - 

dialur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah'

(2) Seksi Pelayanan Xesehatan' memba*'ahkan :

a. Sub SeksiRumah Sakit;
b. Sub Seksi Puskesmas;
c. Sub Seksi Kesehatan lr'husus;
d. Sub Seksi Kefarmasian.

lasal 15

Rincian tugas Seksi Pelayatratl Kesehatan :

a. lVlenyelenggarakan penyusunan pedoman dan peiunjuk teknis* 
p".s-;t,.ttcan Rumah 

-Sakit, 
Puskesmas dan-usaha kesehatan

L1.."..," .larr*usaha peululihan kesehatan serta kefalmasian;

b. hlenyelenggarakan penyusunan rencana kerja;

c. Nlenyeienggarakan pengumpulan. 
- 
bahan pembinaan- 

;;;g.*.t;, pengembangutt dutt peningkatan rnutu pelayanan

ifrr-uh Sakit ierta penganalisasian laporan perkembangan dan

pelaksana,an pelayanan Rumah Sakit;

d. Menyelenggarakan bahan pembinaan, p-engawasan' dan pening-

katatt mrii pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta

;;;;;;;" 
'alai'alat kesehatan patla P'skesmas dan

Puskestnas PetnLatriu;

e. Menyelenggarakan pengumpulan bahan 
- 
pelaksanaan usaha-

ir*oft* puiitin".tt B'umah Sakit dan B alai Pengoba'tan se-xta

sarana kesehatan lainYa;

''Lr
.s

f. Menyelenggarakan ....
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f. Il{enyelenggarakan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-
alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-
obatan pada Puskesmas dan Puskesmas plmbantu dengan
berpedoman kepada peraturan perundang.undrrrg"r, y"rrg
berlaku;

g. Menyelenggarakan pelayanan perijinan/rekomendasi pendirian
apotek tian tokolwarung obat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

h. l,{enyelenggarakan pembinaan, pengawasan pengendalian
pelaksanan perijinanlrekomendasi pendirian apotek dan toko/
lr.'alung obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang beriaku;

i. Menvelenggarakan evaluasi dan laporan kegiatan
Pelayanan Kesehatan s-ebagai bahan evaluasi dan
program Dinas;

1. MenveienEgarakan koordinasi dengan
dengan lembaga terkait.

Seksi
laporan

--h
\$

Pasal 16

Tr.rga.s pokok Sr.r-b Seksi Rr.rmah Sa-kit arlala-h sebagaimana dia,tr_r
rlalar-r'r Pasal i4 ayat (1) Peraturait Daerali.

Passl 17

Rincian tugas Sub Schsi Rumah Saki]" :

a. l'{ehrksanakan pen5rusunan pedoman dan petunjr:h ieknis pem.
binaan Rumah Sakit:

b. Melal<sanakan inventarisasi data perkembangan Rumah Sakit
dan Balai Pengobatan;

c. l"felaksana-liai-1 pei-rguinpiilan dan perrgolahair daia Rumah
Sakit dan Balai Pengobatan:

d. MelaksanakAn pengumpulan dan pengolahan rlata dalam
langka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaar,
Pemerintah DaerahlDinas di bidane Rumah Sakit dan Balai
D^- -^L ^+ ^ -.r ErrS(.,rraua ,

e. l'{elalcsanakarr pembinaan te}nis perkembangan Rrirrrah Sa}it,
mutu pelayanan Rumah Sakit dan Balai pengobatan;

f. MelaksanakAn Dengewasan pela5ranan Rumah Sakit dan Ralai
D -_ --1- 

Ir crrBUUaLatl;

g. ivieiaksanakan pemi;inaan dan pengemirangan Sislem Ruj ulcan
Pel ayanan;

h. Melaksanakan evaluasi dan laporan Legiatan Sub Sek_si
Puskesmas;

i. ivlelaksanakan koordinasi dengan unit kerj a dan atau dengan
lembaga terkait-

unit keria dan atau

Pasal 18 ....
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c.

n

Pasal 18

Tugas pokok Sub Seksi Puskestnas adalah sebagaitrana rliatur
dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah.

Pasai 19

Rincian tugas Sub Seksi Puskesmas :

a. Melaksanakan penJrusunan pedoman dan petuniuk teknis
pcmbinaan Puskcsmas;

b. N{elaksaaakan pengumpulan dan pengelolaan da*,a dalamrangka penyiapan bahan perumusan kehiiaksanaan
Pcmcrintah Dacrah/Dinas di bidang puskcsmas J;;
pengeiolaan obat-obatan;

c. Melaksanakan pembinaan teknis perkembangan puskesmas,
pcngclolaan obat-obatan;

d. llfelz&sana]ran pengawasan Puskesmas dan pengelolaan obat-
obatan:

e. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Seksi
Puskesmas;

f. h{e}al<sanal<an koordinasi dengan urri.,, kerj a dan atau dengan
lembaga terkait.

Pasal 20

Tugas pokok Sub Seksi Kesehatan Khusus adalah sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Perat'.rran Daerah.

Pasal 21

Rincian tugas Sub Seksi Kesehatan Khusus :

a. Mela-ksanakan penylrsr.rnan pedoma,n dan
binaan kesehatan khusus;

petunjuk teknls Fem-

-h
\s

b. Melaksanakan inventarisasi data perkembangan kesehatan
khusus;

c. Melaksanakon pengumpulan dan pengolahan data sarana
kesehatan jiwa, penyakit kusta;

d. ideiaksanakan pengumpulan dan pengobatan data dalamrangka penyiapan baha.n perumusan kebijaksanaan
Pemeriniah DaerahDinas di bidang sarana Kesehatan jiwa dan
penyakit kusta;

e. Melals"nakan evaluasi dan laporon kegiatan Sub SeLsi
Kesehatan lihusus;

f. ivleiaksanakan koordinasi dengan unit kerj a dan atau lembaga
terkait.

P asaL22

Tugas pokok Sub Seksi Kefarmasian adalah sebagaimana diatur
dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah.

r asal zJ ...-
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Pasal 23

Rincian tugas Sub Seksi Kefarntasiau :

a. ivleiaksanakan- penyusunan pedoman dan petunjuk te.knis
pembinaan kefarmasian;

b. Mela-ks anakan inventaris asi data perkemban gan kefarmasian;
c. llelaksanakan pengumpulan dan pengolahan data

kefarmasian:

ci. Meiaksanakan pengumpulan dan pengolahan tlata dalam
ynskq penyiapan trahan perumusan kebijal<sanaen
Pemerintah l)aerahlDinas di bidang kefarmasian;

e. Nlelaksanal<an pemtlinaan teknik tentang kebutuhan obat-
obatan, alat-alet kesehatan pada puskesmas. puskesmas
pemhantu;

f. Melaksanakan pengawasan pengolahan obat-obatan;
g. Mel"ksanakan pemrosesan penyusunanlrekomendasi pendirian

apctck dan tol<o/rvarun g obat;

h. L{elaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Seksi
Kefarmasian:

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga ierkait.

Bagian Keempat
Seksi Pencegahan dan pemberantasan penyakit

Pasal 24
(1) Tugas pokok Seksi Pencegahan dan pemberanf,asan penyakit

adalah sebagaiamana diatur dalam pasal 1b peraiuran
lJaerah.

(2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit, membawah-t-^_

a. Sub Seksi Pengarnatarr Penyakit;
b. Sutr Seksi Pencegahan Penyakit;

c. Sub Seksi Pemberantasan penyakit yang Bersumber
Binatang;

d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular langsung.

Pasal 25

Rincian tugas Seksi Pencegahan dan pemberantasan penyakit:

a. Lenyelenggaraka-n penyLrsunan pedoman ,lan petunjuk teLnis
pengembangan pengamal,an, pencegahan, pemleran{,asan dan
pengawasAn penyakit serta penyakit yang bersumber dari
binatang;

lr. &Ienyelenggarakan peny usrrnan rencana kerjal

'.r\
:,:.

:!

c. Menyelenggarakan ....



c. l'fen5relenggarakan pengumpular bahan peri:riiinaai-r pembe-
rantasan, pengawasan penyakit menular dan pene.litian
kemun gkinan terjadinva *'abah penyakit;

d. Menyelenggarakan pemantauan (monitoring) pelaksanaan
pencegahan. pemberantasan penyakit menular:

: e. Menyelenggaral<an penyebarluasan informasi mengenai cara_
cara pemberantasan penyakit menular;

o f. &Ienyeleriggar.akan evaluasi dan laporan
Pencegahan dan Pemberantasan Penvakit
evaluasi dan laporan program Dinas;

g. ivlenyeienggarakan koordinasi dengan
lembaga terkait.

kegiatan Seksi
sebagai bahan

unit kerja dan atau

Pasal 26

Tugas pokok Sub Seksi Pengamatan penvakit adalah
sebagaimana diatur dalam Pasal 1? ayat (L) peraturan Dserah.

Pasal 27

Rincjan tugas Sub Seksi Pengamaten penvakit:

s. Melalsanalan penJrusr_r-nan dan petunjuk teklx pembrnaa-n
pengamalan penyak i1;

b. Melaksanakan inveniarisasi data pengamatan penyakit;
c. Meia}sanakan pengumpulan dan pengolahan data pengamatan

penyakit;

d. Nlelalsanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
langka penyiapan bahan perumusan .kebijaksanaan
Pemer.intah DaerahDrnas di bidang pengarnatan penyakit;

e. L,lelal<sanakan pernbinean teknis pengembangan pengamatan
penyakit;

f. Melaksanakan rencana penelitian dan analisis penyakit;
g. Melaksanakan rencana tindakan kemungkinan teqiadinya

wabah penyakit/Kejadian Luar Biasa (JKLB);

h. Melaksanalian pelayanan pemeriksaan Calon Jemaah Haji dan
'l'ransmigrasil

i. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Seksi
Pengamatan Penyakit;

j. Melaksanalcan koordinasi dengan uni,i kerja rlarr atau dengarr
lembaga terkait.

Pasal 28

Tugas pokok Sutr Seksi Pencegahan Penvakit adalah sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah.

Pasal 29

Rincian tugas Sub Seksi Pencegahan Penvakit:

a- Melaksanakan -...
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a. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuli teknis
pembinaan pencegahan penyakit:

b. Melaksanakan inventarisasi data pencegahan penynkit;
c. Melaksanakan pengnmpulan dan pengolahan data dalam

gngkq penyiapaii bahan pe-ruinusail kebijaksanaan
Pemerintah DaerahlDinas di bidang Fencegahan pen5rakit:

tl. Melaksanaka-n pengrrmpulan bahan untuk rencana pemantau-
an (rnorritor.ing);

e. Me.laksana-kan evaluasi vaksinasi rutin dan insidentil pada
Puskesma,s, Puskesmas Pemtrantu, pos pelayanan Te.4radu
fosyati'iu) dan uni'r, pelayanan kesehatan iainnj-a;

f. Melaksanakan analisis penelitian penyakit;
g. tlleiaksanakan Pengelolaan Vaksum dan Cold Chain;
h. Meiaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan imunisasi;
i. Melaksanakan evaluasi dan laporan keqiatan Sub Seksi

Pcnccgahan Pcnr-akit;
j. L{ela}sanalian koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan

lembaga terkait.

Pasal 50

Tugas pokok Sub Se.ksi Pemberantasan penyakit yang bersumber
bina-tang a.dalah sebagauuana dratur da,la-m paial -fZ 

ayat (B)
Pe.rai,tran Daerah.

Pasal 3l
Rincian tugas Sub Seksi Pemberantasan penyakit yang
bersumber binatang:

a. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan pemberantasan pen5ukit ,yang bersumber dari-binatang;

b. Melaksana-kan inventarisasi data pemberantasan penyakit
yan g bers umber binatang;

c. l'{elaksanakan pengumpuian bahan penyelenggaraan pen.
cegahan pemberantasan. penanggu,langan penvakit malaria.
deman berdarah dan rabies serta pemberantasarivektornya;

d. Melaksanakan peirgurr,pulan dan pengolahan data dalam
langka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan
Pemerintah DaerahlDinas di bidang pemberantasan penyakit
yang bersumber dari binatang;

e. l\lelaksanakan penvebarluasan inlbrmasi mengenai cara-cara
pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang

f. llfelei-ksanalian evaluasi dan laporan kegiatan Sub Seksi
Pemberantasan Penya-kit yang Bersumber Binatang

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerj a dan atau dengan
leinbaga ierkaii.

'4!
')-

Fasal 32 ....
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Pasai 32

Tugas pokok Sub Seksi pemberantasan penyakit iVlenulal
Langsung adalah sebagaimana diatur dalam paial 1? avat /4)
Peraiuran Daerah.

Pasal 33

Rincian tugas Sub Seksi Pemberantasan penyakit Menular
Langsung:

a. Melaksana_kan penvusunan pedoman dan petuniuk teknis
pembinaan pemberantasan penyakit menular langsung;

b. Mclaksanakan inventarisasi data pcmbcrantasan pcnyal<it
menular langsung:

c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
langka pcnS.iapan bahan p""r-,r"or kcbijaksanaan
Pemerintah DaerahlDinas di bidang pemberantasan penyakit
menular langsung;

d. Mclaksanakan pcngumpulan bahan pcnyclcnggaraan pcm_
berantasan penyakit menular langsung;

e. l\{elaksanakan penyebarluasan informasi mengenai cara-cara
pcmbcrantasannya;

f. l*{elaksanakan evaluasi dan lapoian kegiatan Sub Seksi
Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkait.

Bagian Kelima
Seksi Penvehatan lingkunEan

Pasal 34
(1) Tugas pokok Seksi Penyehatan Lingkungan adalah se-

bagairi',ana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah.
(2) Seksi Penyehaian Lingkungan, rnembawairkan :

a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-t€mpat fimum;
h. Sutr Se.ksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
c. Sub Se-lesi Penyehatan Lilgkungan;
d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

Pasal 35

Rincian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan :

a. Menyelenqgarakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
scrta upaya pcngcmbangan kcgiatan pcnychatan tcmpat-
tempat umum, pengawasan kualitas air dan lingkungan,
pen;Tehatan lingkungan, penyehatan makanan dan minuman;

.\

b.Mcnyclcnggarakan pcnyusunan rcncana
Penyehatan Lingkungan;

l<crja Scksi

c. Menyelenggarakan ....
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Tugas pokok Sutr
adalah sebagaimana
Daerah.

c. Men1. e.lgngg.ar:akan pengumpulan dan pengclahan data sertapensistimasian langkah_langkah puf"t""rrrr"n kegiatanpenyehatan. tempat_tempat r- u_ .."tu 
-6il';#;il;;

sarana kesehatan masvarakaU
d. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sertapensistimasian langkah_langkah pifJ"""ir"" kegiatanpengawasan kualitas air dan lingkungan;
e. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sertapensistimasian langkah_langkah pifJ".""r"" kegiatanpenyehatan iingkungan p"-oLi-r., d; ;;;;;"ran tainnya;
ll Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sertapensiltimasian. Iangkah-lansk"n -plfJ"rli^"" 

kegiaranpenyehatan makanan dan minuman ."rt" ,puy" p"mtin"""nnv"
secara terpadu;

g. Meni'elenggarakan evaluasi dan laporan kegiatan SeksiPenvehatan Lingkungan sebasai b"t;-;;rh;ri dan laporanprcgrarn Dinas;

h' l'{enyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja dan ataulembaga terkait.

Pasai 36

Seksi Penyehatan Tempat-tempat, Umum
clraf.ur dajam Pasal 20 a;rat (lj peratruan

Pesal 3T
Rincian tugas Sub Scksi pcnychatan ?cmpat-tempat Umum :
a. Ilelaksanakan penvusunan pedoman dan petunjuk teknisrrembinaan penvehatan tempai_tempa, urnu_, "
b. Melaksanalunn irruunt"ri"asi dan penyehatan tempat-t€mpatumum;

c. I\{elal<sanakan pengumpulan dan pengolahan data penyehatantempat-tempat umum;
d. Melaksanakan 

_ 
pengumpulan rtan pengolahan ilata dalam

1angk1 -penyiapar, balg F.;;":-;; 
-" 

kebijalsanaanPemerintah liae.r2l/[irru, di bidr"g p;;;;;an tempat-temparutiium;

e. }{elahsariakan pengump.ular, dan pensistinasian larrgkah-
Ia n gkah pelaksanaan kegiatan t"rnput-t".p J uirru_,

f. Melaksanakan peningkatan upaya pen5rehatan tempet-tempAtumum;

g. &lelaksanalan evaluasi tlan laporan kegiaian Sub SeksiPenyehat.anTempat-t.empatt)muri; Aqbrq!q

h. l\Ielaksanakan koordinasi dengan r_rnit ke.da dan atau denganlembaga l,erkait.

It

Pasal 38 ....
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Pasal 38

Tugas pokok Sub Seksi Pengawasan Kuaiitas Ail darr Lirigkungair,
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (p) peraturan Daerah.

Pasai 39

Rincian tugas Sub Seksi pengawasan Kualitas Air danl;n,,L,,----.

a. MclaksanaLiln pcnyusunan pcdoman dan pctunjuk tcknis
pembinaan pengawasan kualitas air dan lingkungan;

b. Melaksanakan inventarisasi data pengawasan kualitas air dan
lingkungan;

c. Melaksanakan peagumpulan dan pengolahan data pengai&.asan
kualitas air dan lingkungan;

d. Melaksane&an pengumpulan dan pengolahan data dalam
langka peny-iapan bahan peiumusan kebijaksanaan
Pemerintah DaerahDinas tii bidang pengawasan kualitas arr
dan lingliunga n;

e.ldelaksanaka_n pengumpulan dan pensisiimasian langkah
pelaksanaan keq'iatan pengawasan kua_litas air dan lingkurigan:

f Melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis cara-cara
pen5redian air bersih atau air minum serta upaya peningkatan
sarana sanitasi dasar dan lingkungan lainnya kepada
masyarakat;

g. L{elaksanakan evaluasi dan laporan kegiaian Sub Seksi
Pengawasan Kualitas Air dan Lrngkungan; 

"

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau lembaga
terkait.

Pa-sal 40

Tugas poko} Sub SeLsi pen5iehatan Lhgkungan adalah
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayai, (B) peraluran Daerah.

Pasal 41

Rincian tugas Sub Seksi Penye.hatan Lingkungan :

a. ivlelaksanakan penyusunal pedonian tlat petunjuh teknis
pembinaan penyehatan lingkungan:

tr. Mela,ksanakan hventarisa-sr rl a_ta penyeha-ta,n lingkunga-n;
c. Melaksanal<an pengurnpulan dan pengolaha.n do.ta penyehatan

iingkungan;

d. Nlelaksanalan pengumpulan dan pengolahan data dalam
langka penyiapan bahan pu"omorrn kebijalsanaan
Pemerint alr DaerahlDin as di bidan g penyehatan lin gkungan;

e. ivleiaks-anakan pengumpulan dan pensistimasian langkah-
langkah kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman- dan
kawasan lainnya;

lt

.{t

f. Melaksanal<an ....
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f. Melaksanalian pengkoordinasian kegiatan terhadap upaya
peningkatan kesehatan lingkungan perumusan&emukiman dan
t. ^,.,^^ ^ -.

g. l'{elaksar,a}ian evaluasi dan iaporan kegiatan Sub Seksi
Penyehatan Lingkungau

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkait.

Pasal 42

Tugas pokok Sub Seksi Penyehatan I\,Iakanan dan Minuman
adalah sebagimana diarur tialam Pasal 20 ayai (4) peraturan
Daerah.

- Pasal 43

Rincian tugas Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman :

a. Melaksanaken penvusunan pedoman dan petunjuk te.knis
pembiiraan penyehatan nak anar. dari rreinuman;

b. ]lfelaksanalan invenl,arisasi dai,a penyehalan makanan tlan
minuman;

c. Melaksanakan pengr-rmpr- a-n dan pengolahan data- penyehatan
maLanan dan minuman;

d. Mela-ksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyiapan bahan perumr_lsan kebijaksanaan
Pemerinlah DaerahlDinas di bidang penyehai,an makanan dan
minuman;

e. Melaksanaka-n pengnmpr[an data dan pensrstrmasian langkah-
langkah pelaksanaan kegiatan penyehalan makanan dan
minuman;

f, l\lelaksanakan pellgawasan dan pembinaan pada indrstri
rumah Langga, rumah makan/restoran, jasa boga dan pedagaog
(makmin) kaki lima serta pedagang (makmin) keliling;

g. Melaksanakan eva-luasi dan pelaporan kegiatan Sub Se&si
Penyehalan foIakanan dan iVfinuman;

h. rlieial<sanakan koorriinasi dengan unii kerja dan atau dengan
lemhaon tprlr ait

Bagian l{eenam

Se.ksi Kesehatan Keluarga

Pasal 44

(1) Tugas pokok Sub Seksi Kesehaian Keluarga adalah
sebagaimana fiatu dalam Pasal 21 Peraturan Daerah.

(2) Seksi Kesehatan Keluerga, membawehkan :

Sub Scksi Kcscha+"an Ibu dan Kcluarga Bcrcncana;
Sub Seksi Gizi;
Sub Seksi Kesehatan Anak;
Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

-t
f-r

a.
b.

d.

rasa I 4.) -_--
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Pasal 45

Rincian tugas Se-ksi Kesehatan Keluarga :

a. ivien_yeienggSrakan penyusunan rencana, peiaksanaan dan
pembina-an Se.ksi Kese.hatan Keluarga;

b. Menyelenggarokan pe!!)/usunan pedoman dan petunjr:k teknis
kegiatan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan ibu, mulai dari
ibu hamil, itru be.rsa-Ln, ibu menyusli, layi dan keluarga
be-r'eiicaiia seria laporaii da''roiiitori'g baik'tiari puskesinals,
Puskesmas Pembantu dan Unit pelayanan Kesehatan lainnya;

c. Menyelenggaraka-n penyr_rsllnan pedoman dan petr,rnjuk teknis
pengenrbangan kegiatan pembinaan, pemerikiaan kesehatan
anak, remaja pada Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Unit
Pelayanan l{esehatan lainnya;

d. iv{eiryeleng_gara].-an petryusuiran pedornan, petunjuh teknis tlan
pengumpulan bahan untuk per"n"rna"n, pelaksanaan dan
pemantauan status dan pengawasan gizi masyarakat melaui
Puskesmas dan Unit lnstalasi lainn5ra;

e. Menyelenggarakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pengembangan kegiatan pembinaan, pemeriksaan ian pelark_
sanaan pelayanan kesehatan usia lanjut pada puskesmas.
puskesmas pembantu dan unit kesehataniainnva;

f l'{enyelenggarakan evaluasi dan laporan kegiatan
Kesehatan Keluarga sebagai bahan evaluasi dan
program Dinas;

g. I\{enyelenggarakan koordinasi dengan un_it kerja
dengan lembaga terkait.

Pasai 46

Tugas pokok Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana
adalah sebagaimana diatur dalarn pasal 2-3 ayat (1) peraturan
Daerah.

Pasal 47
Rincian tugas Sub Seksi liesehatan lbu dan lteluarga Berencana :

a. l"{elaksarral<an peryusunan pedomarr dan petunjuk te.knis
pembinaan kesehatan ibu dan Keluarga Berencana;

b. Melaksanakan inventarisasi data ke_sehatan ibu dan Keluarga
Berencana;

c. ivle.laksanakan pengumpulan dan pengulahan dala tlalam
penSriapan hahan pelumusrn ke_bijaksanaan pemerintah
Daerah/Dinas fi bidang kesehatan ibu ian I(eluarga Berencana;

d. hielalsanalEan,pengumpulan bahan penyelengg:rraan usaha
pelayanan kesehatan ihu dan Keluarga Berencaria;

e. Melaksanakan pembinaan Bidan Desa dan Dukrm Beranak;
f. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Seksi

Kesehaian ibu dan Keiuarga Berencana;

Seksi
laporan

s
!

dan atau

g. Meiaksanakan ....



g. f,{e.laksai-'akan koordi.rasi dengan unit kerja darr atau dengan
lembaga terkait.

',

Fasai 46

Tugas pokok Sub Seksi Gizi adaiah sebagaimana diatur dalam
, ^ 

Pasal 2l ayat (2) peraturan Daerah.
3 pasal 49

Rincian tugas Sub Seksi Gizi :t
a. Melaksanakrn penyusunan perloman rian petunjuk teknis

pembinaan gi#r;

b. ivleia}sanakan invenlarisasi dai,a gizi;

i::ff x1"- il,, ff "Tli*i:""u.?.f0"ff:l'*xx rn.ntl
DaerahlDinas tli bidang gizi;

, d. Nlelaksanakan pengumpulan bahan pembinaan dan peng-
el.rrran'

r e. Melalsanalan penanteuan gizi masyara_kat;

f. ldelaksanakan evaluesi dan lapcran kegiatan Sub Seksi Gizi;
g. l,{elaksanakan koordiaasi dengan unit keria dan atau dengan

: 
tembasa terkait.

, pasal b0

?ugas pokok Sub Seksi Kesehian Anak adaiah sebagaimana
rlia.tr.rr dalam Pasal 2.3 ayai (l) peratruan Daera-h.

Pasal 5l
Rincian tugas Sub Seksi Kesehatan Anak :

a. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan, kesehatan anak;

: ir. h{elaksanakan inventarisasi data kesehatan anak;
c. llielaksanakan pengumpuian dao pengr.riahan dai,a <lalam

: il?Hffi'.1*ffi"#lr,1T;o L:lilr""n""n 
pemerinrah

; .1. Ielaksanakan pengumpulan l_rahaa usaha pemeriksaan;
e. Nlelaksanakan pembinaan kesehatan anal melalui Rumah

Salit, Puskesmns dan Prlskesmas pembantu serta posyandu;

f. Melaksanakgn e.raluasi dan laporan kegiatan Sub Seksi
Kesehatan Aaak;

' r: g. Meraksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkait.

I'

Pasal 52

Tugas pokok Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut adalah
sebagaimana diatw daiair, Pasal 23 ayat (4) peraturan Daerah.

rasat o,1 ----
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Pasal 53

Rincian tugas Sub Seksi Kesehatan Usia Lar-rjut :

a. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan
kesehatan usia lanjut;

b. Melaksanakan inventarisasi data kesehatan usia lanjut;
c. Melaksanakan pengumpul."n dan pengolahan data dalsm

penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pemerintah
Daerah/Dinas di bidang kesehatan usia lanjut;

d. Melaksanakan pengumpulan bahan usaha pela5ranan
kesehatan usia lanjui,;

e. Melaksanakan pembinaan pola hidup sehat usia lanjut;
t'. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegratan Sub Seksi

Kcschatan Usia Lanjut;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan

Iembaea terkait.

Bagian Ketujuh
Seksi Pen.r'uluhan Kesehatan Masyaral<at

Pasal 54

(i) Tugas pokok SeJisi Penyuluhan l{esehatai-. Masyaraliat adaiah
sebagaimana diatur dalam pasal24 peraturan llaerah.

(2) Seksi Penyuluhan Kesehatan Maslrarakat, membawahlan :

a. Sub Seksi l-]saha Kese.hatan Institusi:
li. Sub Seksi Perair Serta Masyarakat;
c. Sub Seksi Sarana dan Metode;
d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

Pasal 55

Rincian tugas Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat:
a. Mcnyclcnggarakan pcnyusunan pcdoman dan pctunjuk tcknis

pengembangan bimbingan pengelolaan usaha kesehatan
institusi" pembinaan peran serta masyerakat, pembhaan
sarana dan metode serta penyebariuasan informasi;

b. h{envelenggarakan penyusunan rencana kerja Seksi
Penyuluhan Kesehatan l4asyarakat;

c. l\{cnyclcnggaral<an pcngumpulan bahan pcmbinaan dan
bimbingan kesehatan kepada masyarakat melaiui media
masse, brosur dan selebaran;

d. Idcnyclcng6arakan pcng.rmpulan dan pcngolahan bahan
kegiatan pelaksanaan bimbingan penyuluhan langsung serta
pengalr.,asan teknis peny';luhan kesehatan masyaraka!

c. l,{cnyclcnggarakan pcngolahan bahan koorfinasi usaha-usaha
kesehatan institusi;

f. Menyelenggaraka n -...
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f. Menyelenggarakan pengumpulan bahan laporan evaluasi
pelaksanaan bimbingan serta pengolahan kesehatan
masyarakat;

g. Menyelenggaralian evaluasi dan laporan kegiatan Seksi
Penyu-tuhan Kesehatan Masyarakat:

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja dan atau
dengan lembaga terA.ait.

Pasal 56

Tugas pckok Sub Seksi Usaha Kesehatan Ins+-itusi adalah
sebagaimana diarur dalam Pasai 26 ayat (i) Peraruran Daerah.

- Pasal 5?

Rinciar, tugas Sub Seksi Usaha I(esehatan Institusi:
a, ideiaksanakan pengeioiaan data kegiai,an usaha kesehatan fi

institusi pendidikan dan tempat kerja;

b. llelaksanalan Fengumpr-dan dan pengolahan data dalam
rangka penyiapan pexumusan kebijaksanaan pemerin{,ah
DaerahlTlinas di bidang usaha kese.hatan institusi pendidikan
darr tei'iipat kerja;

c. Ivlelaksanakan Ireny usunan pelunjuk {,eknis usaha tli inslil,usi
pendidikan dan tempat kerja;

d, Me!"ksanakan penyusunan proglam dan pengembangan r-rsaha
kesehal,an di insiitusi penfitiikan dan l.empal, kerja;

e. ivlelaksanakan penyusunan pedoman kesehai,an di instiiusi
pendidikan dan tempat kerja;

f. Melaksanakan pembhaan, pemantauan
berkaii,an dengan tugas usaha Sub
Instiirrsi'

dan evaluasi yang
Seksi Kesehatan

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkait.

Pasa-l 58

Tugas pokok Sub Seksi Peranseria &{as5'arakat adalah
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) peraturan Daerah.

Pasal 59

Rincian tugas Sub Seksi Peran Serta Masyarakar :

a. Melaksanakan pengelolaan data potensi dan peran serta
masyara-kat di bidang kesehatan;

b. Mclaksanakan pcnyusunan pctunjuk tcknis opcrasional
pengembangan potensi dan peranserta masyarakat di bidang
kesehatan;

c. Mclaksanal<an pcnyusunan program pcngcmbangan pcnggcrak-
kan potensi dan peran serta masyarakaU

:
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d. l'{elaksanalian Ferrgumpulan da; pengolahan data dalam
rangka penyiapan perumusan kebijaksanaan pemerintah
Daerah/Dinas di bidang peran serta masyarakat;

e. I"{elal<sanalian penjiusunan pedoman untuli menggerakkar,
potensi dan peran serta mas5rarakat:

f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional
pengembangan Peineliharaan I(esehaian Masyaralat (.IpI{\$;

g. ilIelaksanakan penrbitraan, pernalltauarr r:lan evaluasi tlengan
tugas Sub Seksi Peran Serta Masvarakat;

]r, Mela-ksanakan koordrnasi dengan r-rnit ke.{a d_an atau dengan
lembaga ter.lcait.

- 
Pasal 80

Tugas pokok Sub Scksi Sarana dan l,Ictodc adalah scbagaimana
tiiatur daiam Pasal 26 avat (3) Peraturan Daerah.

Pasal 61

Rincian lugas Sub Seksi Sarana dan &lel,ode:

a. Nlela-ksanakan pengelolaan riata penyuiuhan di sarana
keseha-tan termasr-rk data. tenaga penvuluh;

b. Melaksanakan penlrusunen pedoman pembinaan kernarnpuan
keterampilan penyuluhan aparat peiugas kesehatan;

c. Melaksanakan penyusunan peiunjui< teknis dan pengem-
bangan metode pen5'uluhan .li sarana kesehatan;

d. l,{elahsana-kan pengumpulan dan pengumpulan data dalam
rangka penyiapan perumusan kebijaksanaqn pemerintah
DaerahlDinas di bidang sarana dan metode;

e.l,4elelsanaken penjrusunan pedo:nan pembinaan rnotivasi
peiaksanaan penyuluhan bagi petugas kesehatan;

f. Meiaksanakan penerapan metode yang cocok dalam melak-
sanakan pen.,";luhan kesehatan masyalakat;

g. lrlelaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Seksi Sarana
dan Metode;

h. I\lelaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkait.

Pasa-l 62

Tugas pokok Sub Seksi Penyebarluasan Informasi adal"h
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah.

PasC 83

Rincian tugas Sub Seksi Penyebarluasan Informasi :

a. lv{elaksanakan pengelolaarr data dan pesan vang berkaitan
dengan penyebarluasan informasi kesehatan:

b. Melalsanaken ....
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b. Nfelaksana]<an pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyiapan perumusan kebiiaksanaan pemerintah
DaerahlDinas di bidang penyebarluasan informasi kesehatan;

c. {elaksanalian fisain media dan pesan-pesar;

ti. ivfe.laksanakan penj.usunarr petunjuh tekrris tentang
pengadaan, penyimpanan, pemggunaan, pemeliharaan
fistribusi sarana dan mefia penyuluhan;

e. lvlelaksanakair peirgendalian penyebar.luasan informasi
kesehatan;

f. Melaksanakan pemtrinaan, pemantanan dan evafuasi yang
berkaitan dengan tugas Sub Seksi penyeballuasan Inforrnaii; -

g. Nlelaksanakan koorclinasi dengan unit kerja dan aiau dengan
lembaga terkait.

Paragraf

Cabang Dinas

Pasal 64

Tugas pokok dan rincian tugas Cabang Dinas akan diairu rian
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ur,it Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 65

Tugas pokok dan rfurcian tugas Unit pelaksana Teknis Dinas akan
fiatru dan ditetapkan dengan Keputnsan Bupati.

I{elompok Jabatan Fungsional

Pasal 66

Rincian l,ugas Keiompok iaLrai,an Fungsional yang dimaksud patla
Pasal 29 akan diatur dan ditetapkan dengan Ke-putusar Bupatj
yang_ berpedomarr kepada peratu-.-air perundang-undangan yang
berlaku.

BAB III
KETE} TUAN PENUTUP

Pasal 67

( r) Dengan berlakunya Keputusan irri, maka segala ketentuar-r
dan atau peraturan yang mengatur Rincian Tugas Dinas
dinyatalian tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hai yang belurn cukup diatur. dalani Keputusan ini akal
diatur dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman kepada
peraturan per:undang-undangan yang berlaku,

Pasal 68 ....
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Pasal 68
Keputusan ili ntulai ber.laku sejak tanggal fitetapkan.

$ Ditetapkan di Cianiur.


